
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 
Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang­ 
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil 
di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

engingat 

: a. bahwa Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 
sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota 
Pekalongan Nomor 93 Tahun 2018 perlu diubah 
dan disesuaikan dengan peraturan perundangan 
yang berlaku khususnya pada bagian yang 
mengatur Aset Lain-lain, klasifikasi pendapatan 
dan belanja; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a tersebut, Perubahan Kebijakan 
Akuntansi Pemerintah Daerah perlu ditetapkan 
dalam Peraturan W alikota; 

enimbang 

WALIKOTA PEKALONGAN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN 
NO MOR 93 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 

PEMERINTAH DAERAH 

TENT ANG 

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN 
NOMOR 65 TAHUN 2020 

WALIKOTA PEKALONGAN 
PROVINS! JAWA TENGAH 



Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang­ 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5657); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati 
II Pekalongan, Kabupaten Dati II Pekalongan dan 
Kabupaten Dati II Batang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3381); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republilk 
Indonesia Nomor 5165) 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 
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iundangkan di Pekalongan 
ada tanggal 24 November 2020 

M. SAELANY MACHFUDZ 

Ditetapkan di Pekalongan 
pada tanggal 24 November 2020 
WALIKOTA PEKALONGAN 

ttd 

gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
eraturan W alikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota 
ekalongan. 

eraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Pasal II 

piran Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2018 tentang Kebijakan 
untansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 

018 Nomor 94) pada huruf: 
Kebijakan Akuntansi No. 07 Akuntansi Pendapatan-LRA dan 
Pendapatan-LO 
Kebijakan Akuntansi No. 08 Akuntansi Belanja dan Behan 
Kebijakan Akuntansi No. 14 Akuntansi Aset Tetap, Dana Cadangan 
Dan Aset Lainnya 

iubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini. 

Pasall 

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN 
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 93 TAHUN 2018 
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH 
DAERAH. 

enetapkan 

MEMUTUSKAN: 


